
1. Undang-Undang NOrTlor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentukan
Daerah Tingkat " dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1959· Nomor 73, Tarnbahsn Lembaran Negara
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pemben1Ukan
Peraturan Perundang-Undangan (tembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah lerakhir
kafi dengen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Deerah (Lembarsn Negara RI Tahun 2008 Nomor
59. Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4844):

4. Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rt Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 2004 lenlang Pembfnaan
Jiwa Korps dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor .... Tambahan Lembaran Negara Nomor
~ ..);

6. Peraturan Pemerinlah Namor 38 Tahun 2007 lenlang Pernbaqian
Urusan Pemerinlahan Antara Pemetintah, Pemerintahan Oaerah
Provinsi dan Pemennlal1an Daerah Kab/Kola (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7 Peraluran Oaerah Kota Palambang Nomor 6 Tahun 2008 lentang
Urusan Pemerintahan Kala Pafembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

i tllenging8t

a. bahwa guna memenuhi ketentuan BAS VIII KETENTUAN
PENUTUP Pasal 31 ayat (2) Peraturan Sekrelaris Jenderal Dewan
Pengurus Naslonal' Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsl Dan
Sekrelarial Dewan Pengurus KabupalenlKola Korps Pegawai
Republik Indonesia, pertu menetapkan peraturan pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Walikola Palembang.

1
lIenlmbang

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 31.( TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEW~ PENGURUS KOTA KORPRI
PALEMBANG NOMOR 151 TAHUN 2008 TENTANG ORGANfSASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI

REPUBUK INDONESIA (KORPRI) PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

WALIKOTA PALEMBANG

1
:



Menugaskankepada :
t. SekretarisDaerah Kota Palembanq.
2. AsistenAdminisuasi U,-numSelda Kola Palembang.
3. Asislen KesejantereanRakyal Setda Kola Palembang.
4. KepaJaBadan KepegawaianDaerahdan Diklat Kota PaJemban9.
5. Kepala Bagian HuKumdan Ortala Selda Kola Palembang.
6_KepalaSagian KeuanganSelda Kola Palembang.
7. Sekretaris DewanPerigurusKota KORPRIPalembang.

Untlll<melaksanakanKeputusan Dewan Pengurus Kola KORPRI
Palembang Nomor 151Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRt) Palembang.

Pasal2

Pasal1

Melaksanakan Kepulusan Dewan Pengurus Kola KORPRI
Palembang Nomor 151Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata
Kerja Sekretarial Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republlk
Indonesia (KORPRI) Palembang.

PERATURA.N WAll KOTA PALEMBANG TENTANG
PElAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KOTA
KORPRI PALEMBANG NOMOR 151 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARlAT DEWAN
PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) PALEMBANG.

MEMUTUSKAN :

2
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971

tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republlk lndonesia Nomor 16 Tahun 2005

lentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai
Republik Indonesia;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/13/M.PAN/~2008 lentang Eselonisasi Jabalan
Struktural Oi lingkungan SeK(elarial Dewan Pengurus Dan
SekretariatPengurusKorps PegawaiRepublik Indonesia;

11. Perature'; Kepata Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2008 lentang Pegawal Negeri Sipil Yang Dilugaskan Secara Penuh
Dan Diangkat Dalam Jabatan Strukttiral OJ lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps
pegawai Republik Indonesia:

12.Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps
pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus
NasionalKorps PegawalRepubllk Indonesia;

13. Peraturan Sekrelaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps
Pegawal Republlk Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 lentang Pola
Organisasi Dan Tala Kerja Sekretarial Pengurus Unit Nasional,
sexretartat Dewan Pengurus Provlnsl Dan Sekretanat Dewan
PengurusKabupaten/KotaKorps pegawai Republik Indonesia.

14. Keputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang
Nomor 151 Tahun 2008 lenlang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Kola Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Palernbanq.

I enetapkan
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Oitetapkan di Palembang
pada tanggal to ~~ 2008

Peraturan ini mulai berlaku pada18nggaldlundangkan

Agar setiap orang menge18huinya.memerintahkan pengundangan
Peraturan lnl, dengal"l penernpatannya dalam Berits Oaerah Kola
Palembang.

Pasal3
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